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Men8in8at

NOMOR
LAMPIRAN

BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

800.1.2.2/Kep.  399     -BKPSDM/2024
2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

bahwa  berdasarkan  ketentuan   Pasal   14   Peraturan   Menteri
Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan   Reformasi   Birokrasi
Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2024  tentang  Pengadaan
Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara,   dalam  rangka  pelaksanaan
pengadaan    Pegawai    ASN    di    Instansi    Pemerintah,     PPK
membentuk   susunan   dan   mekanisme  kerja  panitia  seleksi
instansi pengadaan  pegawai ASN;

b.     bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
dalam  huruf a,  perlu  menetapkan  Keputusan  Bupati  tentang
Pembentukan   Panitia   Seleksi   Pengadaan   Pegawai   Aparatur
Sipil  Negara  di   Lingkungan   Pemerintah   Kabupaten   Cirebon
Tahun Anggaran 2024.

:     1.     Undang-Undang Nomor  14 Tahun  l950 tentang pembentukan
Daerah-Daerah     Kabupaten     Dalam     Lingkungan     Propinsi
Djawa       Barat       (Berita       Negara       Republik       Indonesia
tanggal  8  Agustus   1950)  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1968  tentang  Pembentukan
Kabupaten    Purwakarta    dan    Kabupaten    Subang    dengan
mengubah  Undang-Undang  Nomor   14  Tahun   1950  tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam  Lingkungan
Propinsi  Djawa  Barat  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun     1968     Nomor    31     Tambahan     Lembaran     Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587) sebagalmana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    6    Tahun    2023    tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor     2     Tahun     2022     tentang     Cipta    Kerja    menjadi
Undang-Undang     (Lembaran     Negara     Republik     Indonesia



Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3.     Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil
Negara   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2023
Nomor  141,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6897);

4.     Peraturan     Pemerintah     Nomor    7    Tahun     1977     tentang
Peraturan    Gaji    Pegawai    Negeri    Sipil    (Lembaran    Negara
Republik    Indonesia   Tahun    1977    Nomor    11,    Tambahan
Lembaran      Negara      Republik      Indonesia      Nomor      3098)
sebagalmana  telah   diubah   beberapa  kali,   terakhir   dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 5  Tahun 2024 tentang Perubahan
Kesembilan    Belas    atas    Peraturan    Pemerintah    Nomor    7
Tahun    1977   tentang   Peraturan   Gaji   Pegawai   Negeri   Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia   Tahun 2024 Nomor 15);

5.     Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat
Daerah   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2016
Nomor  114,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  5997),   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah   (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2019
Nomor  187,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6402);

6.     Peraturan    Pemerintah    Nomor     11    Tahun    2017    tentang
Manajemen      Pegawai      Negeri      Sipil      (Lembaran      Negara
Republik    Indonesia   Tahun    2017    Nomor    63,    Tambahan
Lembaran      Negara      Republik      Indonesia      Nomor      6037)
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Pemerintah
Nomor   17  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor  68,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6477);

7.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    49    Tahun    2018    tentang
Manajemen    Pegawai   Pemerintah   dengan    Perjanjian    Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

8.     Peraturan  Badan  Kepegawaian  Negara Nomor  14 Tahun  2018
tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  1377);

9.     Peraturan    Menteri    Pendayagunaan    Aparatur    Negara   dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020
tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah
dengan   Perjanjian   Kerja  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1258);

10.    Peraturan    Menteri    Pendayagunaan   Aparatur    Negara   dan
Reformasi Birokrasi  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun  2024
tentang      Pengadaan      Pegawai      Aparatur      Sipil      Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);



11.    Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  12  Tahun  2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
Kabupaten   Cirebon   (Lembaran   Daerah   Kabupaten   Cirebon
Tahun  2016   Nomor   12)   sebagaimana  telah  diubah   dengan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Nomor  1  Tahun  2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor  12  Tahun    2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan
Perangkat   Daerah   Kabupaten   Cirebon   (Lembaran   Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021  Nomor  1).

Memperhatikan  :     1.     Keputusan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1197  Tahun 2021 tentang Jabatan
Fungsional yang Dapat  Diisi  oleh  Pegawai  Pemerintah  dengan
Peljanjian   Kelja   sebagaimana   telah   diubah   beberapa  kali,
terakhir dengan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur
Negara   dan   Reformasi   Birokrasi   Nomor   158   Tahun   2023
tentang     Perubahan      Kedua     Atas      Keputusan      Menteri
Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan   Reformasi   Birokrasi
Nomor   1197  Tahun  2021   tentang  Jabatan  Fungsional  yang
Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

2.     Keputusan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor  11 Tahun 2024
tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

3.     Keputusan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024
tentang   Penetapan   Kebutuhan    Pegawai    Negeri    Sipil       di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

4.     Keputusan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan
Reformasi      Birokrasi      Republik      Indonesia      Nomor      320
Tahun  2024  tentang  Mekanisme  Seleksi  Pengadaan  Pegawai
Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

5.     Keputusan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan
Reformasi      Birokrasi      Republik      Indonesia      Nomor      321
Tahun  2024  tentang  Nilai  Ambang  Batas  Seleksi  Kompetensi
Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

6.     Keputusan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   dan
Reformasi      Birokrasi      Republik      Indonesia      Nomor      322
Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk
Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadan
Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.

Menetapkan
KBSATU

KEDUA

MEMUTUSKAN  :

Membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil
Negara    di    Lingkungan    Pemerintah    Kabupaten    Cirebon
Tahun Anggaran 2024 dengan susunan panitia sebagaimana
tercantum  dalam  Lampiran  I  yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dalam Keputusan ini.
Panitia   Seleksi   dibantu   oleh   Sekretariat   dan   Tim   untuk
mendukung   kelancaran   pelaksanaan   tugas   sebagaimana
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

tercantum  dalam  Lampiran  I yang  merupakan  bagian  tidak
terpisahkan dalam Keputusan ini.

:    Panitia  seleksi,  Sekretariat  dan Tim  sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai uralan
tugas   sebagaimana   tercantum   dalarn   Lampiran   11   yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

:    Keanggotaan  Sekretariat  dan  Tim   sebagaimana  dimaksud
pada   Diktum   KEDUA   ditetapkan   oleh   Sekretaris   Daerah
selaku Ketua Panitia Seleksi.

:     Biaya   yang   timbul   akibat   ditetapkannya   Keputusan   ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cirebon melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Badan    Kepegawaian    dan    Pengembangan    Sumber   Daya
Manusia Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KEENAM                :      Keputusan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal       15  jigrstus  202`4

Tembusan:
1.   Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia;
2.   Yth. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3.   Yth. Kepala Kantor Regional Ill BKN Bandung;
4.   Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
5.   Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
6.   Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.
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LAMPIRAN I

a. Pembina

b. Ketua

c. Sekretaris

d. An88Ota

:    KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR           :       800.1.2.2/Kep.399   -BKPSDM/2024
TANGGAL       :         15    AGUSTUS2024
TENTANG       :       PEMBENTUKAN  PANITIA  SELEKSI  PENGADAAN

PEGAWAI          APARATUR          SI PI L          N EGARA
DI    LINGKUNGAN    PEMERINTAH    RABUPATEN
CIREBON TAHUN ANGGARAN   2024

SUSUNAN PANITIA SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH RABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

:   Pj. Bupati Cirebon.

:   Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

:   Kepala  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber
Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

:   1.   Asisten    Administrasi    Umum    Sekretariat    Daerah
Kabupaten Cirebon;

2.   Asisten Perekonomian dan Pembangunan   Kabupaten
Cirebon;

3.   Asisten    Pemerintahan    dan    Kesejahteraan    Rakyat
Kabupaten Cirebon;

4.    Kepala Badan pendapatan Daerah Kabupaten cirebon;
5.    Inspektur Kabupaten cirebon;
6.    Kepala     Badan      Keuangan      dan     Aset      Daerah

Kabupaten Cirebon;
7.    Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
8.    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten cirebon;
9.    Kepala  Dinas   Kependudukan  dan   Pencatatan   Sipil

Kabupaten Cirebon;
10. Kepala Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata Kabupaten

Cirebon;
11. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kabupaten Cirebon;
12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Cirebon;
13. Kepala     Dinas     Perdagangan     dan     Perindustrian

Kabupaten Cirebon;
14. Kepala   Dinas   Pekerjaan   Umum   dan   Tata   Ruang

Kabupaten Cirebon;
15. Kepala   Dinas   Penanaman    Modal   dan    Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
16. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Cirebon;
17. Kepala    Dinas    Pengendalian    Penduduk,    Keluarga

Berencana,       Pemberdayaan       Perempu an ,       dan
Perlindungan Anak  Kabupaten Cirebon;

18. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon;
19. Kepala   Dinas   Ketahanan   Pangan   dan   Perikanan

Kabupaten Cirebon;



e. Kesekretariatan

f.  Tim Verifikasi
Seleksi
Administrasi

9. Tim Pengawas Tes
Instansi

h. Tim Pendamping
Pelaksanaan Tes

20. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Cirebon;

21. Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa
Kabupaten Cirebon;

22. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
23. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
24. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
25. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten

Cirebon;
26. Sekretaris     Dewan     Perwakilan     Rakyat     Daerah

Kabupaten Cirebon
27. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  Penelitian

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
28. Kepala    Satuan    Polisi    Pamong    Praja    Kabupaten

Cirebon;
29. Sekretaris  Badan   Kepegawaian   dan   Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
30. Kepala     Bagian     Organisasi     Sekretariat     Daerah

Kabupaten Cirebon;
31. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Cirebon;
32. Kepala    Bidang    Pengadaan,     Pemberhentian    dan

Informasi       pada       Badan       Kepegawaian       dan
Pengembangan          Su mber          Daya          M anu sia
Kabupaten Cirebon;

33. Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada Badan
Kepegawaian    dan    Pengembangan    Sumber    Daya
Manusia Kabupaten Cirebon;

34. Kepala  Bidang  Pengembangan  Kompetensi  Aparatur
pada Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Cirebon;

35. Kepala    Bidang    Penilaian    Kinerja    Aparatur    dan
Penghargaan      pada     Badan      Kepegawaian      dan
Pengembangan          Sumber          Daya          Manu sia
Kabupaten Cirebon.

:   Berkedudukan  di  Kantor  BKPSDM   Kabupaten  Cirebon
serta  dikoordinasikan  oleh  Kepala  BKPSDM  Kabupaten
Cirebon    terdiri    dari    Pejabat    Administrator,    Pejabat
Pengawas,    Pejabat    F`ungsional    dan    Pelaksana   pada
BKPSDM Kabupaten Cirebon.

:   Dikoordinasikan     oleh      Kepala     Bidang     Pengadaan,
Pemberhentian    dan    Informasi    BKPSDM     Kabupaten
Cirebon  terdiri  dari  Pejabat  Pengawas,   Pelaksana  dan
Fungsional pada BKPSDM Kabupaten Cirebon.

:   Dikoordinasikan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
terdiri  dari  Unsur  SKPD/yang mewakili  dan  merupakan
bagian dari Tim Panitia Seleksi;

:   Dikoordinasikan   oleh   Sekretaris   BKPSDM   Kabupaten
Cirebon terdiri dari Unsur Pejabat Pengawas dan Pejabat
F`ungsional  pada  BKPSDM  dan  Dinas  Komunikasi  dan
lnformatika.



i.  Tim IT

j.  Tim Keamanan

k. Tim Kesehatan

1.   Tim pengawasan
dan Pengendalian

in. Tim Pertimbangan
Verifikasi Ijacah

:   Dikoordinasikan     oleh      Kepala     Bidang     Pengadaan,
Pemberhentian    dan    Informasi    BKPSDM     Kabupaten
Cirebon  terdiri  dari  Unsur  IT  pada  Bidang  PPI  BKPSDM
dan kerjasama IT pihak ke-III.

:   Dikoordinasikan oleh Kepala Satuan  Polisi Pamong Praja
yang  terdiri  dari  Unsur  Polresta  Cirebon,  Kodim  0620
Kabupaten Cirebon, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam
Kebakaran  dan  Penyelamatan  Kecamatan  Setempat  dan
Linmas Desa.

:   Dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan terdiri dari
dokter   dan   tenaga   medis   Unsur   Dinas   Kesehatan/
Puskesmas.

:  Terdiri dari Unsur Inspektorat.

Terdiri  dari  Unsur  Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi
(LLD Dikti) Wilayah Ill Jawa Barat di Bandung.

Pj. BUPATI CIREBON,



LAMPIRAN II      :    KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR
TANGGAL       :
TENTANG       :

800.1.2.2/Kep.399   -BKPSDM/2024
15    AGUSTUS2024

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI      APARATUR      SIPIL      NEGARA      DI
LINGKUNGAN        PEMERINTAH        KABUPATEN
CIREBON TAHUN ANGGARAN   2024.

URAIAN TUGAS PANITIA SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH RABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

I.   Panitia seleksi        :   1.    Menyusun   jadwal   pelaksanaan   seleksi   pengadaan
Pegawal ASN setelah mendapatkan jadwal pelaksanaan
seleksi  secara nasional dengan  berkoordinasi  dengan
Panselnas;

2.    Mengumumkan    pengadaan    Pegawai    ASN    secara
terbuka;

3.    Melakukan    seleksi    administrasi    terhadap    berkas
lamaran      dan      dokumen      persyaratan      lainnya
sebagaimana tercantum dalam pengumuman;

4.    Menyiapkan    sarana    pelaksanaan    SKD    dan    SKB
untuk pengadaan PNS;

5.    Menyiapkan  sarana  pelaksanaan  seleksi kompetensi
dan  wawancara  untuk  pengadaan PPPK;

5.    Melaksanakan  SKD  dan  SKB  untuk  pengadaan PNS;
7.    Melaksanakan   seleksi   kompetensi   dan   wawancara

untuk pengadaan PPPK;
3.    Mengumumkan  hasil  seleksi  administrasi,  hasil SKD,

dan hasil SKB untuk pengadaan PNS;
3.    Mengumumkan  hasil  seleksi  administrasi  serta hasil

integrasi   seleksi  kompetensi  dan  wawancara untuk
pengadaan PPPK; dan

10. Mengusulkan   seleksi   Kompetensi  Bidang  tambahan
dan/atau  seleksi  Kompetensi  Teknis  tambahan  jika
diperlukan    kepada    Menteri    untuk    mendapatkan
persetujuan.

II.Kesekretariatan      :   1.    Membentuk  cczZZ  ce7ifer  dan  help  czesk  dalam  rangka
melayani dan memberikan penjelasan atas pertanyaan
dari para calon pelamar ;

2.    Menyusun dan memverifikasi konsep surat, keputusan
dan         pengu mu man         lowongan         penerimaan ,
pengumuman hasil   seleksi administrasi, hasil seleksi
kompetensi dan pengumuman peserta yang dinyatakan
lulus sebagai Pegawai ASN;

3.    Mengkoordinasikan    kesiapan    pelaksanaan    seleksi
dengan Dinas dan Badan terkait dan lnstansi vertikal;

4.   Bersama Tim CAT PPSR BKN menyiapkan sarana dan
prasarana pendukung pelaksanaan Tes Seleksi;

5.   Menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan seluruh
tahapan  seleksi yang ditandatangani       Ketua pansel
lnstansi   Daerah   untuk   diserahkan   kepada   Bupati
Cirebon.



Ill.Tim Verifikasi dan
Validasi Seleksi
Administrasi

IV.Tim Pengawas Tes
Instansi

V.Tim pendamping    :
Pelaksanaan Tes

1.  Melakukan   Verifikasi    berkas    administrasi    atau
dokumen yang diunggah/dikirimkan  pelamar pada
SSCASN BKN berdasarkan syarat pendaftaran;

2.  Berkoordinasi    dengan    Petugas    Admin    SSCASN
dalam   pemeriksaan   syarat-syarat  pendaftar  balk
yang    bersifat    umum    maupun    khusus    untuk
menentukan pendaftar Memenuhi Syarat (MS)  atau
Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

3.  Verifikator   bertanggung  jawab   penuh   atas   hasil
validasi   berkas   persyaratan   administrasi   (secara
online) pendaftar/ pelamar.

1.  Memberikan   supervisi   terhadap   jalannya   proses
pelaksanaan seleksi Pegawai ASN;

2.  Tim Pengawas memberikan arahan, bimbingan dan
koordinasi kepada Tim Pendamping Pelaksanaan tes,
Tim  IT,  Tim  Kesehatan  dan  Tim  Kealnanan  pada
proses pelaksanaan seleksi.

1.  Melakukan  koordinasi  persiapan  di  lokasi  dengan
Tim  Pelaksanaan  CAT  BKN  serta  instansi  terkait
untuk keamanan, kesehatan dan lain-lain;

2.  Tim  pendamping  menandatangani  dan  menerima
berita     acara     For7rt     Checfe!t.st     Survei     Lokasi
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi;

3.  Tim  pendalnping  menandatangani  dan  menerima
berita  acara    Uji  Coba  Jaringan  dan  Sinkronisasi
untuk Uj.i coba Seleksi Kompetensi;

4.  Tim  pendamping  menandatangani  dan  menerima
berita      acara      Penyimpanan      Server      Seleksi
Kompetensi;

5.  Tim  pendamping  menandatangani  dan  menerima
Berita     Acara     Penundaan/Pembatalan     Seleksi
Kompetensi;

6.  Mempersiapkan Proses Registrasi;
7.  Membuka Registrasi :

a.  Memastikan       peserta       seleksi       membawa
persyaratan seleksi dan menandatangani daftar
hadir Seleksi Penerimaan Pegawai ASN;

b.  Memverifikasi kesesuaian data peserta dan fisik
peserta dengan fitur face recognition;

c.   Pemberian PIN registrasi;
d.  Bertanggung jawab  untuk  menyampalkan  tata

tertib pelaksanaan seleksi;
e.   Memastikan   peserta   seleksi   tidak   membawa

barang bawaari selaln yang dibutuhkan diruang
seleksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku;

8.  Bertanggung  jawab   atas   penyimpanan   tas   dan
barang-barang milik peserta yang tidak dibolehkan
dibawa masuk (loker dan nomor penitipan tas);

9.  Melakukan pemeriksaan fisik paling kurang dengan
mencocokkan  wajah  peserta  dengan  identitas  diri
dan  memastikan  peserta  tidak  membawa  barang-
barang  yang  dilarang  dibawa  serta  menyerahkan
kertas  untuk  coretan   sebelum  memasuki  ruang



VI. Tim IT

seleksi.         Apabila         dimungkinkan         dengan
menggunakan alat deteksi logarn;

10. Bertanggung jawab apabila dalam keadaan darurat
peserta    seleksi    harus    keluar    ruangan    dan
memeriksa   kembali   peserta   seleksi   yang   akan
masuk ke ruang ujian;

11. Menyampaikan jumlah peserta yang hadir dan tidak
hadir serta menyerahkan daftar hadir per sesi yang
sudan ditandatangani peserta seleksi;

12. Tim pendamping menandatangani dan menstempel
hasil   seleksi   per   sesi,   menempelkan   nilai   hasil
pelaksanaan seleksi yang telah ditandatangani Tim
Pelaksanaan CAT BKN dan Panitia Seleksi Instansi
di    papan    pengumuman    yang    dapat    dibaca
masyarakat;

13.  Tim  pendamping  menandatangani  dan  menerima
berita       acara       Kehadiran       Peserta       Seleksi,
penyelenggaraan seleksi, pelaksanaan keseluruhan
seleksi dan serah terima hasil seleksi.

:    1.  Memastikan      7iotebook/komputer     jinjing     yang
digunakan  untuk  Verifikasi  dan  Validasi  seleksi
administrasi  terhubung  ke  jaringan  internet  dan
portal SSCASN BKN;

2.  Berkoordinasi     dengan     Tim     IT     BKN     terkait
kelaricaran   jaringan   internet   di   sekitar   lokasi
seleksi;

3.  Memastikan komputer yang dipakai untuk registrasi
peserta terhubung  ke jaringan  dan  bisa berfungsi
sebagaimana me stinya;

4.  Memastikan    sistem   pendukung   seperti   p7i.7iter,
sca7tner dan  metczz czefector berfungsi  sebagaimana
mestinya;

5.  Bersama dengan Tim  IT  BKN  mengecek perangkat
antara  lain  infokus,  LCD  TV,  Sottnd  Sgstem  pada
ruang mom.ton.7ig dan ruang tunggu peserta seleksi.

VII.TimKeamanan       :    1.  Melaksanakan   pengaturan   lalu   lintas   di   jalan
Provinsi pintu masuk area seleksi dan sekitar area
lokasi ujian/ tempat pelaksanaan seleksi;

2.  Menjaga keamanan  dan  ketertiban  di  sekitar  area
lokasi tempat pelaksanaan seleksi;

3.  Mengatur ketertiban  parkir kendaraan  roda 2  dan
roda 4;

4.  Melakukan   pengecekan   area   lokasi   ujian   serta
mengantisipasi     potensi     terjadinya     kebakaran
dengan  mempersiapkan  mobil   Damkar  di  lokasi
ujian;

5.  Menjamin kenyamanan para peserta tes seleksi;
6.  Mengantisipasi    dan    mengkoordinasikan    hal-hal

yang berpotensi mengganggu jalannya pelaksanaan
seleksi   dengan   Tim   Pengawas   seleksi   dan   Tim
Pendarnping Pelaksanaan Seleksi.



VIII. Tim Kesehatan       :    1.  Melakukan  tindakan  pertolongan  pertama  secara
medis pada peserta seleksi apabila terdapat keluhan
kesehatan;

2.  Menyediakan obat-obatan ringan;
3.  Menyediakan   mobil   ambulan   sebagai   antisipasi

tindakan  rujukan  medis  ke  Rumah  Sakit  terdekat
apabila    terdapat    peserta    yang    membutuhkan
penanganan lebih lanjut.

4.  Melakukan   pemeriksaan   secara   medis   terhadap
pelamar        penyandang        disabilitas        dengan
memberikan     keterangan     jenis     dan     derajat
kedisabilitasannya.

IX. Tim   Pengawasan    :
dan Pengendalian

X.   Tim pertimbangan   :
Verifikasi Ij azah

1.  Mengawal,      mengamankan      dan      mendukung
keberhasilan   pelaksanaan   seleksi   Pegawai   ASN
melalui upaya pencegahan dan persuasif;

2.  Melakukan   diskusi   atau   pembahasan   bersama
dengan   Ketua,   Sekretaris   dan   Anggota   Panitia
Seleksi   lnstansi   Daerah   untuk   mengidentifikasi
permasalahan  yang  dihadapi   dalam   penyerapan
anggaran  Seleksi  Pegawai  ASN  untuk  mencegah
terj adinya       penyimpangan       yang       berpoten si
menghambat,    menggagalkan   dan   menimbulkan
kerugian bagi keuangan daerah/ negara;

3.  Bersama-sama melakukan  mo7riton.rig dan evaluasi
pelaksanaan seluruh tahapan seleksi Pegawai ASN;

1.  Memberikan    keterangan    Kualifikasi    Pendidikan
yang   berkaitan   dengan   Jurusan   dan   F`akultas
Perguruan    Tinggi    dalam     Negeri    berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

2.  Memberikan  pertimbangan  kesesuaian  kualifikasi
pendidikan terhadap formasi jabatan yang dilamar.

Pj. BUPATI CIREBON,



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231ys20816
Website:  http://bkDsdm.cirebonkab.ao.id email :  bkDsdm@cirebonkab.qo.id

S U M 8 E R -45611

NOTA  DINAS

I   Kepada

Dari

Tan8gal
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Kepala  Badan   Kepegawaian   dan   Pengembangan   Sumber  Daya
Manusia Kabupaten Cirebon
13 Agustus 2024
800/ND.  139 /PPI
Pentin8
1  (Satu) Bundel
Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang
Pembentukan  Panitia  Seleksi  Pengadaan  Pegawai  Aparatur  Sipil
Negara      di      Lingkungan      Pemerintah      Kabupaten      Cirebon
Tahun Anggaran 2024

Dipermaklumkan   dengan   hormat,   berdasarkan   Peraturan
Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi
Republik   Indonesia   Nomor   6   Tahun   2024   Pasal    14   tentang
Manajemen Pegawal Negeri Sipil, menyatakan bahwa dalarn rangka
pelaksanaan pengadaan  Pegawai ASN  di Instansi  Pemerintah,  PPK
membentuk susunan dan mekanisme kelja panitia seleksi  instansi
pengadaan  pegawal ASN.

Sehubungan   dengan   hal   tersebut,   kami   mohon   kiranya
Bapak   Pj.   Bupati  berkenan  untuk  menandatangani   Keputusan
Bupati  Cirebon  tentang  Pembentukan  Panitia  Seleksi  Pengadaan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cirebon Tahun Anggaran 2024 sebagalmana terlampir.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon
arahan Bapak.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda

NIP.196810221988031001

Dotwmen ini te)ah ditandQtangani secara elekeTonik yang dite{bitkan oleh Balai Sertifilcas} Elekeronik {EIsrE} .



RENTERI
pENDAyAGur`IAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  293  TAHUN 2024
TENTANG

PBNETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NBGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang         :   a.      bahwa   untuk   mendukung kelancaran   peiaksanaan

b.

tugas      dan      pelayanan       kepada       masyarakat,
meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat

pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu
menambah Pegawal Negeri Sipil di Instansi  Pemerintah;
bahwa   untuk   penambahan    Pegawai    Negeri    Sipil
sebagaimana   dimaksud   huruf  a,   dipandang   perlu
menetapkan    kebutuhan    Pegawai    Negeri    Sipil    di
Lingkungan   lnstansi   Pemerintah   Tahun   Anggaran
2024;

Mengingat            :    1.      Undang-Undang    Nomor    20    Tahun    2023    tentang
Aparatur  Sipil  Negara     (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia    Tahun    2023    Nomor     141,    Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2.     Undang-Undang  Nomor   19  Tahun. 2023   tentang
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara Tahun
Anggaran    2024     (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia   Tahun   2023   Nomor   140,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  6896) ;



3.      Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang
Manajemen   Pegawai   Negeri   Sipil   (Lembaran   Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran   Negara  Republik   Indonesia   Nomor  6037)

sebagaimana     telah      diubah      dengan      Peraturan
Pemerintah Nomor  17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   11   Tahun   2017

tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6477);

4.      Peraturan   Pemerintah   Nomor   45   Tahun   2013
tentang       Pe d oman       Pelak san aan       Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik    Indonesia    Tahun    2013    Nomor    103,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  5423)   sebagalmana  telah  diubah  dengan
Peraturan   Pemerintah   Nomor   50   Tahun   2018
tentang   Perubahan   Atas   Peraturan   Pemerintah
Nomor    45    Tahun    2013    tentang    Tata    Cara
Pelaksanaan   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja
Negara    (Lembaran    Negara    Republik    Inc`ionesia
Tahun   2083   Nomor   229,   Tambahan   Lembaran
Negara Reptlblik Indonesia Nomor 6264);

5.      Peraturan   Presiden  Nomor   18  Tahun   2020   tentang
Rencana  Pembangunan  Jangka   Menengah   Nasional
Tahun     2020-2024     (Lembaran     Negara     Republik

Indonesia Nonior 10 Tahun 2020);

6.      Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara
dan Rel-ormasi Birokrasi  Nomor 1 1 Tahun 2024 tentang

Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
InstaLnsi pemerintal` ;

7.      Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara
dan   Reformasi   Birokrasi   Nomor    173   Tahun   2024

tentang   Panduan   Penyusunan   Rincian   Kebutuhan
Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

\1



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

8.      Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara
dan   Reformasi   Birokrasi   Nomor   289   Tahun   2024
tentang    Kebutuhan    Pegawai    Negeri    Sipil    Secara

Nasional Tahun Anggaran 2024.

:     1.   Surat Menteri Keuangan Nomor s-250/MK.02/2024

tanggal  18 Maret 2024;

2.   Surat  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  Nomor:

7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;

3.   Surat Edaran  Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian                     Kesehatan                     Nomor

PT.01.03/F/ 570/2024          tentang          Persyaratan

Kualifikasi  Pendidikan  dan  Surat Tanda  Registrasi

dalam   Rangka   Pengadaan   Calon   Aparatur   Sipil
Negara ..Tabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN      MENTBRI      PENDAYAGUNAAN      APARATUR

NBGA.RA       DAN       REFORMASI       BIROKRASI       TENTANG

PENETAPAN    KEBUTUHAN    PEGAWAI    NEGERI    SIPIL    DI

LINGKUNGAN  INSTANSI  PEMBRINTAH  TAHUN  ANGGARAN

2024.

Penetapan   Kebutuhan   Pegawai   Negeri   Sipil   di   lnstansi
Pemerintah  dengar.  rincian  sebagaimana  tercantum  dalarn
Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari
Keputusan Menteri ini.

Kualifikasi  pendidikan   dan   syarat  jabatan   bagi  Jabatan
Fungsional  Tenaga   Kesehatan   pada   Instansi   Pemerintah
merujuk   pada   Surat   Edaran   Direktur   Jenderal   Tenaga
Ke sehatan            Ke me nterian             Ke se hatan            N omo r
P'r.01.03/F/570/2024     tentang     Persyaratan     Kualifikasi

Pendidikan   dan   Surat   Tanda   Registrasi   dalam   Rangka
Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negai-a iJabatan Fungsional

Kesehatan Tahun 2024.

{



RTIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Syarat  jabatan  bagi  jabatan  pelaksana  untuk  klasifikasi
teknisi   merujuk   pada   Lampiran   Ill   Keputusan   Menteri
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi
Nomor  1 1 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri
Sipil    tersebut,    dilakukan    oleh    masing-masing   Pejabat
Pembina     Kepegawaian     lnstansi      Pemerintah     dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan

pada  Daftar  lsian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  masing-
masing lnstansi Pemerintah.
Keputusan    Menteri    ini    mulai    berlaku    sejak    tanggal
ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
akan diubaLh sebagainana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal :  2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA.DAN REFORMASI BIROKRASI
REp¥BTI,ngilrdEch3SP,
i.,

AZIN AIR AINA;S



LAMPIRAN C`CXIll`                          !CEPUTUSAN  MENTERI

.        PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
I)AN REFORMAS[  BIROKRAS7
RBPUBUK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENBTAPAN KEBUTul+^N PEGAWA)
NECERI SIPIL
DI  LINGKUNG.IN INSTANS]  PEMBRINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PBNETAPAN KBBUTUIIAN PBGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB.  CIREBON

TAHUN ANGGARAN 2024

A. TENAG^ TEKNIS                                                                                                                                                               60            I
I. ADM INI STRATOR DATABAS E S-I  TEK!NIK KOMPUTER  ;  S-1  REKAY^SA 2 PBMERINTAH KABuPATEN CIREBON  I  DINAS

KEPENDUDURAN AHLl KOMPUTER ;  S-I  TEKNOLOGI INFORMAsl  ;  S-1 KEPENDUDURAN  DAN  PENCATATAN S[PIL  I
PERTAMA S!STEM  DAN TEKNOLOGI INFORMASI BIDANG PENGBLOLAIIN INFORMAslADMINISTRASIKEPENDUDUKANDANPE,MANFAATANDATA

2. ADYATA M A KEPARIVISATAAN S-1  EKONOMl  ;  S-I  IKON.OMI  PEMBANGUNAN  ; I PEMERINTAH KABUPATBN CIREB0N  I  DINAS
DAN  E,KONOMI  KREAT[F AHI,I S- I  PARTIS^TA REBUDAYAAN  DAN PARIWISATA  I  BID.ANG
PERTAMA PROMOSI DAN  EKONOMI KREATIFPARIWISATAISBKSIBKONOMIKRE-ATIFPAL"SATAFEMERINTAHKABUPATENCIREBONIDINAS

3. ^NALIS REBAKARAN AHLl D-rv KESEi.AMAT.+N DAN RESEmTAN KERjA ; D- I                      I

PBRTAMA                                                         I IV MANAJBMEN TEKNOLOGI REtLAY.ASA ;  D-IV PEMADAM  KEBAKARAN  DAN  PENYELAMATAN
MANAJEMEN PENANGGULANG.IN BENCANA DAN I  BIDANG  PEMADAMAN, PENYELAM^TAN
KEG^WATDARURATAN ; S-I  lLMU ADMINISTRAS( DAN SARiENA PRASAENA  I  SEKS]
NBG^RA ; S-I  EKONOMI ; S-I  ILMU PEMADAMAN  KEBAIC^RAN ,  PENY BLAMATAN
PBMERINTAHAN  ;  S-I  TEKNIK KESELAMATANKEBAKARAN DAN EVAKUASI

4. ANAuS KEBIJAKAN AHLI s-i  [LMu PEME:FUNTAHav : s-1  ILMu pc>L[TiK ; I              | PBMERINTAH KABUPATEN  CIREBON  I
PERTAMA S-1  HUKllM  ;  S-I  ADM]I`'ISTRASJ PUBLIK  :  S-1 sEmETARiAT DAERAi+  I  AslsTEN

MA+NAJEMEN                                                                                          I PEREKONOMIAN DAN PBMBANGUNAN  IBAQIANPEREKONOMIANDAJ\lSllMBER DA`'AALAM

S. ANALIS KEBIJAKAN AHL! S-1  ELMU PEMERINTAl+AN  :  S-1  ll.ML'  Pol,lT[K ;          I            I PBMERTNTAH  KABUPATEN CIREBON  I
PERTAMA S-1  HUKllM  ;  S-I  ADMINJSTRASI F'UBIJIC  :  S-1             , SEKRETARIAT DAERAH  I  ASISTEN

MANAJEMEN                                                                                     I PEMERINTAH.EN DAN KESEUAHTERAAN
' RAICYAT  I  BAGIAN KESEJAHTER`AN RAJ{Y^T

6. ANAI,]S KEBIJAKAN AHIJ s-I  ll,Mu pBMER"TAHALN :  s-1  lLMu poLii.ur :                     I PBMERINTAH KABUPATEN C]REBON  I
PERT^MA S-1  HUKIJM  ; S-i  MANAJEMEN  ; S-I SEKRETARIAT DAERAH  I  ASISTEN

ADMINISTRASI  PUBLIK PEREKONOMIAN  DAN  PBMBANGUNAN  IBAGIANADMINISTRASIPBMBANGUNAN

7. ANALIS KEBIJAKAN  AHLI S-I  ILMU  PEMBR]Nil`AHAN  ;  S-I  ILMU  POLITIK  ; I PF.MERINTAH  KABUPATEN CIREBON  I
PEFiTAMA S-I  HUKllM  ; S-I  MANAJEMEN ; S-I sEKRET^Ri4T DABRun  I  AsisTEN

ADMINISTRASI  PUBl,IK                                                                   1 PEMERINTAHAN  DAN KESEW^HTERIANRAICYATIBAGIANPBMERINTAHAI\l

8. ANALIS KEUANGAN PUS^T DAN D-Iv AKuz`rT`AN§l PEEapAjAKAt\i  ;  D-rv KEBl.JAK.EN I PEMBRINTAH KABUPATEN CIREBON  |
DAERAH AHLI PERTAMA I>AN M.iNAjBMEN FAjAK ; s-1  .roMINlsTRAsl BADAN PENDAPATAN DAERAIl  I  BIDANG

PAJAK  ;  S-1  AKllNTA!NSI  :  S-I  EKONOM]  ;  S-1 PBRENC`AI\lAAN  DAI\l  PING EMBA.NG.AN
MANAJEMEN PAIAK ; S-1  MATEMATIKA : S-ISTATIsllKA FENDAPATAN

9. ANAL[S  KEUANGAN  PUSAT DAN D-IV AKUNTANsi pEFapAjAKAN ; D-rv KEBIjAKtIN 3 PEMBRINTAII KABUPATEN CIREBON  I
DAERAH AHLI PERTAMA DAN  MANAJBMEN PAJAK  ; S-I  ADMINISTRAST BADAN  ICEUANGAN  DAN ASET DAERAH  I

PAJAK  ;  S-I  AKUNTANsl  ;  S-1  EKONOMI  ; S-IMANAJEMENPAJAK;S-iMATBMAI.lKA:S-IiSTATIS1.IRA BIDANG ANGG^RAN

10. ANALIS SUMBBR DAYA                          S-I  ADMINISTRASI NEGARA ;  S-1  ADMINISTRASJ      I            I I PEMERINTAli  lcA.BUPATEN  CIREBON  I

MANUS]A AF'ARATUR AHLI                  PEMERINTAt+AN DAERAH  ;  S-l ADMTN]STRASIPERTAMApuEi.TK:s-IlLMupEMERIrITAHAN;s-1 BAI)AN KEPEGAWAIAN DAN PING EMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSLA  I  BIDANG

KEB!jAKAN pEMERiNTAELun ; s-I  MANAiEMEN PENGADAAN. PEMBERHENTIAN DAN
DAN KEBIJAKAN PUBLIK ;  S-I  MANAIEMEN INFORMAsl                                                                                 I
PEME:RINIAH.Ou

lL KONSBLOR SDM S-1  BIMBINGAN  DAY  KONSELING  ;  S-1  PSII:OLOQf i PBMERINTAII  KABUPATE,N CIREBON  ISEKRETARIATDAERAIlIASISTBNADMINISTRASIUMUMIBAGIANORGANISASI

12. KONSELOR  SDM S-I  BIMBINGAN DAN  KrJN-SEUNG  ;  S-I  PS]KOLOGl 2 pF,MERINTAI+ K.noupATEN clREBON  IBAD^NICEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSU"BERDATAM.ENUSIAIBIDANGpENILAiANraNERjAAPARATURI>ANPENGRARG.RAN

113. PEMBINA INDUSTRI AHLI S-1  REKAYAS.+ INDlisTRI  ;  S-I  TEKNIK INDUSTRI  ; I PBMERINTAH  KABUPA,TEN  CIREB0N  I  DINAS
PBRTAMA S-i  AI)MINISTRASI FUBL!K ; S-1  AGRIBISNIS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  IBIDANGPERINDUSTRIAN

14. PEMBINA JASA KONSTRuh.Sl D-IV ARSITEKTUR  ;  D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN I PEMERINTAH  KABUPATEN CIREBON  I  DINAS
AHLI PERTAMA GEDUNG  ; D-rv J^sA KtJNSTRUKsi  ; D-IV PERERI.RAN UMUM DAI\l TATA RUANG  I

MANAJEMEN  KONSTRITXsl  ;  D-IV MANAJEMENPRO`.EKKONSTRllKSI BIDANC BINA L-ONSTRliKSI

1S. PENATA RELOLA BAr`rauNAN D-IV ARsiTEXTiiR ; D-IV ARsrrERTUR B.ENGLiNAN I PEMERINTAH  ICABUPATBN  CIREBON  I  DINAS
GEDUNG DAN RAWASAN GEDUNG  ;  D-IV JASA KON-STRUXSI  ;  D-IV PEKERJAAN  UMUM  DAN TATA RUANG  I
PERMUT(lMAN AHLI  PERTAMA MAN.unMBN pRO`.EK RON-sTRiiKsi  ; D-rvPERAN-GANG.+NBALNGUN.+VGEDUNG:D-IVTEKNIKKC)NSTRIjKSIGEDUNG BIDANG  BANGUNAN GEDUNG

16. PENATA KELOLA PENAN^MAN S-I  ADMINISTRASI PUBLIK ., S-I  AKLTNTANsl  ;  S-I I PBMERINTAH  RABUPATEN  C]REBON  I  DINAS
MODAL AHLJ PERTAMA ADMINISTRASI B]SNIS  :  S-I  ADM]NISTRASI  PA.TAK PENAN-AMAN  MODAL DAN  PELA`'ANAN

;  S-I  MANAJEMEN TERPADU S^TU PINTU  I  SEKRETAJ3lAT
17. PENATA KELOLA PBNYEHATAN D-IV FtERA`.AS\ LINGKUNGAN  ;  D-IV TEENIK I pBMERiN"ueupAmaNclREBONiDINAs|7
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LINGKUNGAN AHLI  PERTAMAPENATAKELOLAPERUMAHAN LINGKUNGAN  ;  S-i  ILMU LINGKUNG.IN  ;  D-IV PERUMAHAN,  RAWAS^N PEMUKIMAN DIN
i`EKr`.oLOGi R EXAVASA  PENGE,NDALIAN PERTANAHAN   I  BIDANG  KAWASAN
PEN-CEMARAN  LINGKUNGALV  ;  S-I  TEXNIKlNFRASTRITKTl:RDANLINGKllNGAN;S-I SAINS PERMUKJMAIN

LIN-GXUN.CAN
18. D-IV PERENCANAAN  pERUMAriAN I)AN I PEMBRINTAH  ICABUPATEN CIREBON  I  DINAS

AHLI PERTAMA pERMitK!MALN  ;  D-iv ARsiTEKTLiR ;  D-rv PERUMAH^N,  KAWASAN  PEMUKIMAN  DAI\l
ARSITEXTUR BANGUN.EN GEDUNG  ;  S-1  STUDl PBRTANAHAN   I   BIDANQ  KAWASAN
PEMBA.NGUN.IND-IVEKONOMI;  D-IV HUKUM  ;  D-rv ILMu PERMUKIMAN

19. PENATA KEPENDUDUKAN I)AN I PBMERINTAII KABUPATEN CIREBON  I  DINAS
KEl.U^RCIA BERENCANA AHLl PEMERINTAHAN  ;  S-I  ADMINISTRASI PUBl.IK  ;  S-I PEN.G ENDiELIAN PENDUDUK, KELLI.ueGA
PERTAM^ EKO.NOM] ; S-I  M.+NAJEMEN  ; S-I II,MU BERENCANA. PEMBERDAYAAN PEREMpl'AN

PBMERINTAH.AN  ;  S-1  lLMU POLIT[K  ;  S-1  HliKllM I)AN  PERLINDUNGAN ANAK  I  BIDANGPENGENDALIANPENDUDUKDANKESEUAHTEFIAANKELUARGA

20. PENGANTAR KERJA AHLl S-I  ADMIN]STRAS]  F'U13LIK  ;  S-1  EKONOMI  ;  S-1 I PBMBRINTAH  KABUPAE=N  CIREBON  I  DINAS
PERTAMA HUKUM  ;  S-I  lLMU PEMERINTAIIAN  ;  S-i  ILMU KETENAGAKERJAAN  I  BIDANG  PELA1`IHAN,

POLITIK PRODUKTIVITAS TENAG^ KERJA DANTRANSMIGRASIPF.MERINT^HKABUPATENCIREBoitI

21. PENGAWAS S-1  AKU!`ll`ANSI  :  S-I  EKONOMl  ; S-l  ]LMU I
PENYELENGGARAAN URll SAN PEMERINTAH^N  :  S-I  ILMU  POLITIK ; §-1  HUKUM INSPEKTORAT  I  lNSPEKTUR PEMBANTU  11
PENERINTAELEN DAERAH AHI,IPERTAMA ;  S-I  SISTEM  D." TEKLNOLOGI INFORMASI

22. PE.NGAWAS s-I  AriTNTAN-sl ; s-I  EKONOMI ; s-1  ILMu I PEMERINTAli  KABUPATEN  CIREBON   I
PE,NYELENOGARAAN URUSAN PEMERINTALHj\N  ;  S-I  II,MU  P0uTIK  ;  S-I  HLTKllM INspEKroRAT  I  iNspEKTUR pEMBANTu I
PEMBRINTAHAN DAEFIAV AHLI :  S-I  SosictLOGl  :  S-I  SISTEM I)AN TEICNOLOGI
PERTAMA INFORM4SI

23. PING Bl,OLA PENG^DAAN D-rv AKLt.NTANSI B]sNIS  DIGITAL ;  D-IV 7 PEMER]NTAH  ICABUPATEN  CIREBON  I
BARANG/JASA AHLI  PERTAMA AKUNTANsl LEMBAGA RELiANGAN syARIAH  ; D-rv SEXRETARIAT DAERAI]  I  ASISTEN

I' AKllNTANSI PERPAJAICAN ; D-IV AKlfNTANSISEKTORPuBLrK;D-IVANAL!S[slcEUANGAN  ; D-rv'ARsiTEXTURBANGUNANGEDUNG;D-rvBISNISDIC]ITAL;D-IVINIELIJENTEKNol.OGl;D- PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  IBAGL"PENGADAANBARANGDANJASA  ISUBBAGIANPENGELOIAANPBNGADA"BARANGDANLJASA

IIII

rv REAMANAN DAN iNTELljEN smER ; D-rvREAMAN.|NEKONOM]DANINTELIJENKEl'ANC-AN•il:iii?:£:¥::;iiggi;;¥;i:iiG::oAIiENlINTERNAsioNAL;D-IVM.+rlAj"ENSUMBER
I'!IIIIiI

DAYA MINUSIA SEKTOR PUBL" : D-IV                         i I I
pEMBANGiiNAI\i EKONOMI KEwllAyAHAN :  D-rv      ;I-I
PEMBANGUN.a.N  PEDESAJEN DAN EKONOMI
MASYAR`RAT ;  D-IV PER`DILAN PIDA:\'A : D-IV
PEREANKAN  D.+N REV.|riG.IN DiGIT.AL ; D-IV I
pOuTIK INDONESIA TERAPAN ; D-rv RELAsl
iNDusTRi  ; D-Iv STUDI INTELILrEN  ; I)-IV STUDI
KEBILIAKAN  PUBLIK  ;  S-1  ADM]NISTRASI  BISNIS ; I
s-i  ADMiNis I-R[Asi RESEHAT.ay : s-1
ALDMiNisTRASI PEr`.I)IDIKAN  ; s-I  ADMINISTRASI I
PUBLIK  ; S-1  ADMIN(STR^SI  RUMAH  SARIT ;  S-I I
AGRIBISNIS  ;  S-I  AGRON.C)M] :  S-1  AKITNTANS]  ; I
S-i  ANTROPOI.OGl : S-I  ANTROPOLOGI BUDA`-A ; I
S-I  ANTROPOLOGI SOSLu ; S-I ARKEOLOGI  : S-1 1111-
ARsiTEKTUR ; s-1 ARsrTEKTUR LANslcAp ;  s-I
ASTRONOMl ; S-i  BIOK"IA ; S-1 BTOLOGl ; S-I
BIOLOGi TERapAN : s-1  BISN(s ; s-1  BISNls I
DIGITAL ;  S-I  B(SNIS JASA ;  S-1  EKONC)MI  ; S-1 I
EKONOMi DAN KEiiANGAN ISLAM : s-i  EroNOMi. I.  KEL,ANG.EN,  DAN  PERBAINKAN  :  SrL  EKONOM]

KOPERjusl  ; S-I  EKONC)MI PEMBANGUN.+N : S-1EKONOMISllMBERDA`'A;S-IEKONOMISYARIAII:S-1ENTOMOLOol;S-IFARMASI;S-IIFARnIAslKLINixDANKOMUNITAS;S-iFARMAsl

I

• KIJNIS  ;  SLI  FILSAFAT ; S-i  FISIRA ; S-I I
QEOFISIKA ;  S-I  GEOLOGI  :  S-I  GIzl  ;  S-1
HUBUNGAN INTERNASTONAL ; S-1  HUKl"  ; S-1 I
HliKUM B]SNIS  ; S-1  HUKUM SYARAH ;  S-I  lLMU
ATMOSFER DAN KEPLANETAN ;  S-I  II"U
INFORMATIKA  :  S-I  [LMU  l{ELAUTAN  ;  S-I  ILMU I
KOMPUTER  ;  S-I  [LMU KciMUN]KASI  ; S-I  ll,MU
LINGKUNGAN ; S-I  ll,MU PANG." ; S-I  lLMU
PF,MERINTAHAN  ;  S-1  ILMU  PERIKjEN.EN  ;  S-I
ILMU  PERTANI.+N  ;  S-I  lLMU  POLITZK ;  S-1  ILMU
TANAH  ;  S-I  KEBIJAKiIN  PENDIDIKAN  ;  S-1
KEHUTA.VAN  ;  S-I  KESEHATAN L!.NGKUNGAN  ;  S-I
KESEHATAN MASYARAKAT ; S-I  lcE§ENAHTERl`N
soslAL ; s-i  KrsELAMATAN DAN KESEHATAN
KERIA  :  S-I  KEL'ANGAN  ISLAM  ;  S-I
KEwiRAus.ur^.+N  ;  s-1  KIMIA  ;  s-1  KLiMATOLOGr;S-IKRIMINOLOQ];S-iLOG!ST!K;S-1MANAJBMEN;S-1MANAJEMENBISN!S

II

INTERNAsl(lNAL ;  S-I  MANAJEMEN PAJAK  ;  S-I
MANAJEMEN  PENDIDIKAN  ;  S-1  MAIIAJF<MEN
RERAYAS^  ;  S-1  MAN.AUTEMEN SUMBER DAYA
PERAIRIV : S-i  MANAJEMEN TEKNOLOGl  :  S-1
MBTEOROLOGl  ; S-I  OSEANOGRAFI ; S-I
MJKROBIOLOGl  : S-I  PBMBANGllNAN SOSIAL ;  S-I
PEMBAINGllN.+V WILAYAII  ;  S-1  PENDIDIKjIN
ADMIN[STRASI  PERICAL!NIORjIN  ;  S-1  PE.NDIDIICAN
AKiINT^Nsi ; s-I  pF.NDroiKAN ANTROpOLOGI ;

7
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I
s-I  PENDIDIKAN B.unASA INGGRls : s-1

IIII

___II
PENDIDTKAN  BIOLOGI  ;  s-I  pENDIDiKjay  BISNls  ;
s-I  pENDIDiKAN  Eh-ciNOMi  ;  §-I  pENDIDrKAN
FISIKA  ;  S-I  PENDIDIKAN GEOGRAFl  ;  S-I
PEND!DIKIAN ILMU  PENGETAHITAN ALAM  ;  S-I
PENDIDIKAN ILMU  PENGETAHUAN SOSLu ; S-I
PENDIDIKjEN  INFORMATIRA  ;  S-I  PE;NDIDIKAN
RIMIA  ; s- I  pENDroiKAN KOMpuTER ;  s- I
PENDIDIKAN  MATF,MATIKA ;  S-I  PENDIDIICALN
MllsIK :  S-I  PENDID[KA!N  SOSIOLOGI  ;  S-I
pENDIDiKAN TEREz`-OLOGI  rNFORMAsi  ; s-I
PERDAGANGAN INTERNAsloNAL : S-I
PETERN..\KAN  :  S-I  PSIKOLOGI  ;  S-I  REXAYASA
BIOENERGI DAN HBMl'RG] : S-I  REKA`.ASA
BiciMED!s ;  s-I  REKAyASA BTOpROsrs ; s-I
REKA\.ASA  ELEK.rRO  ;  s-I  RE:RAyASA
DIRGANTARA  ;  S-I  REKAYASA ICELAUTAN  ;  S-I
RERA`-ASA  FESELAMATAN ; S-I  REKAYAS^
KESELAMATAN  KEBAKARIN ; S-I  REKAYASA
KIMIA  ;  S-1  REKAYASA KOMPUTER  ; S-1
RERAYASA  LINGKliNGAN  ;  S-i  RERA`.ASA
LOG]ST]K  ;  S.I  REKAVASA MANUFAKTUR  ;  Sr I
RE;`4YASA MATER?AL ;  S-I  REKAYASA
MEKATRONIRA  ; S-I  REI{A1`ASA MESIN  ;  S-1
RERAyASA METALiiRGi ;  s-I  REKA`.As^ MnwAK
DAN  GAS  ;  S-I  REXA`.ASA  NUKLIR ;  S-I
REKA`..is^ PERKAPAIJAN : S-1  REKAYASA
PERKEREIAAPIAN ; S-I  REICAYASA PERMINY^XAN
; S-1  REKAYASA PERT."BANGAN ; S-1  RERAYASA
PERTANIAN  ;  S-I  REKAYASA  PERTANIA^l  DALN
BIOSISTEM  ;  S-I  RERAYASA SIPIL ;  S-1  REXAYASA
SISTEM  ENEF.GI  ;  S-1  REKAYASA SISTEM
PERKAPALAN ; S- I  RERAYASA SUMBER DAYA AIR
;  S-I  RERAYASA SUMBER DAYA PENG.AIRAN  ; S-I
REKAYASA TEKSTIL ;  S-1  RERA`.ASA
TELEKOMtlNIKASI  ;  S-I  REKAYASA TENAGA
LISTR[K ;  S-1  REX:`YASA TRANSPORTASI LAUT ;
S-I  SAINS A"CISFER DAN KEPIANETAN ; S-I
sAiNs KELAUTAN ; s-i sAiNs roMUNIKAsl : s-I
SAINS L]N-GKU!`.GAJV  :  S-I  SAINS PANCLAIN  :  S-I

I
SAINS PERl`ANL"  ;  S-I  SAINS POLITIK ,  S-I  SAINS
TANAH  ;  S-I  SENI MURN1  ;  S-I  SEN]  RUPA ;  S-1SIN.OLOGI:S-ISISTEMDAt`'TEENOLOGl I

III

INFORMAsl  ;  S-I  SISTEM  INFORMASI  :  S-I
sosioLcoi;s-I sTUDlpEMERIRTAmN ;s-1           )                       I
STUDI PERTAHAJ\'AN : S-I  TEKNIKBIOBNERGI           I I
DAN KEMURci  ; s-I  TErm'IK BIOMEDls : s-1               I I
TEENIK BIOPRC)SES ;  S-I  TEKLNIK BlosISTEM  ; I
s-I TEKNiK DIRG.+NTAR^ ; s-I  TEENrK ELERTRo ; I
s-1  1.EKNIK GEODfsl ; s-I TEKNIK FisrKA : s-I I
TEX.\'lK GEOFISLKA ;  S-I  TEENIK GEOLOGI  ;  S-1 I
TEKNIK GEOMATIRA  ;  S-I  TEENH{ INDUSTRI  ; S-I I
TEENIK LNDus rRi PERTANIAN ; s-I  RERATASA I
lNFRASTRUKTl'R DALN LINGKUNG.IN  ;  S-I  TEKNIK I
iNsi.RitMENTAsl DAN AUTOMAsi ; s-I TEE.rNrK
KELAUTAN ; S-I  TEKN[K H[SELAMATAN ; S-I
TEKNIK RESELAMATAN KEBAKARjEN  ;  S. I  TEKNIK
KIMIA ;  S-I  TEENIK KOMPUTER ; S-I  TEKLNIK
LiNG!cuNG.IN ; s-1 TEKNrK I.oGlsTiK ; s-I I
TEENIK MANtJ-FAKTUR ; S-I TEKNIK M^TERAL : I
S-I  TEXNIK MEICATRCINIKA  ;  S-1  TEENIK MESIN :
S,I  TEKNIK  METAIURGI  ;  S-I  TEKNIK MINYAK
DAN GAS  ;  S-1  TEKLNIK NUKLIR ;  S-I  TEKNIK II FERJCAPALAN : S-i TENIK PERJ+[RETAAPLEN  ;
S-I TEKLNIK PERMINl.AIIAN  ; S-I  TENIKPERTAMBANGAN;S-1TEKNIKPERTANIAN ` S-ITEKNiKPERTANLENDANB]oslsTEM:s-ITEENrK

I

: siplL :  s-i  TEKNIK slsTBM ENERGf ; s-1  TElcr`nK
sisTEM  pERKjapAL,EN ; s-I  TEznilK SUMBBR
DAYA AIR ;  S-1  TE.KNIK SUMBER DAYA
PEN-GAIRIN  ;  S-I  TEZCN]K TELEKCIMUNIKAsl  ; S-I
TEENIK TEN.AGA LISTRIK ;  S-1  TEKNIK
TR"SPORTASI  LAUT ; S-I TEENOLOGI HASIL
PERTANIAN  ;  S-I  TEKNOLOGI HAYATl  ;  S-I
TEENOLOGI INDUSTRI PERTAN-lAN  ;  S-I
TEicNOLOGI PANGAN ; s- I TENorooi
PE,NDIDIKAN  ;  S-I  USAHA KOPERASI

24. PENGELOIA PRODUKSI s-I  ii,Mu PERIKANAN : s-I  pF,MAmAATAN I PEMERINTAH  KABUPATEN CIREBON  I  DINAS
PERIKANAN TANGKAP AHI,I SUMBER DA\.A  PERIKANAN  ;  S-I  I.BFUK.+N.1N DAN KETAHANAN PANGAN DAN  PBRTKANAN  I
PERTAMA ILMU KELAUTAJV  ;  S-I  TEKNOLOGI DAN BIDANG  PER]KANAN TANORAP,  PENGOLAHAN

MANAJEMEN PERIKAN." TALNGKAP ; S-1  SOSLEL DAN PENG^WASAN
Eh.ciNcjMi PER:rLIN.,AN  ; s-I  TEXNOLOGI HAsiLPERIXANAN

25- PENGEMBANG S-1  EKONOMI PEMB."GllN.Iu ; S-1 TEKLlflK 1 PEMERINl`AH KABuPATE,N CIREBON  I  DINAS
KEwrRAusAHAAN AHLI INDIJSTRI  ;  S-I  STATISTIKA  ; S-I  TEKNOLOGI KOPERAS]  DAN  USAHA KECIL DAN
PERTAMA INDUSTR]  PERTANl.IV ; S-i  DESAIN PRODUKlNDljsTRI;S-IMA`'AJEMEN MENENGAi]  I  BIDANG USAHA MircROPTEwiEffiAHKABUPATENclREBON I  D]NAS

26. pENGGERex SwADATA s-i  ADMiN]sTRAsl puBLrK : s-I  AKUNTANsl  ; s-I 2
MASYARAKAT AHLI  PERTAMA HUBUNGAN  MASYARAKAT ;  S-I  MANAJEMBN PBMBERDA`'AAN  MASYARAKAT DAN DES4  I

KOMUNIKAsl  ;  S-1  lLMU  [NFORMATl}CA BDANG PENATAAN DAN  RERJA S^MA DESA
27. PENGGERAK SWADAYA s-I  ADMINisTRAs( PUBL.!K  ;  s-1  AKur`'TANsl  ;  s-i 2 PEMERINT^H  KABUP^TEN CIREBON  I  D[NAS

MASYARAKAT AHLI  PERTAMA MANAJEMEN ;  S-I  ll,MU PEMERINTAH^N PBMBERDA`.jIAN  MASYARAI{AT DAN  DESA  IBIDANGPEMBERDAYAANLEMBAGAKEMASYARAXATANDESADANUSAHAEKC)NOMIMASYARIKAT
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28. PENYULUH  LINGKUNCIAN HIDUP S-I  BIOKIM[A  :  S-1  BZOK"IA NLj-TRIsl  ;  S,1 '1 PEMERINTAII  KABUPATEN  CIRE:EON  I  DINA5
AHLJ PERTAMA \GROBISNIS  ;  S-I  AGRONOMl  ;  S-I  BIOLOGl  ;  S-I i,lNGKUNGAN  HIDUP  I  BIDANG  KEBERS]HAN

EKOLOGI  ; s-I  FlsroLOGI  ; S-I  KESEUAHTERAANL!NGKirNGAN;s-IK"IA;s-iTEKNIKPEi`.`.EHATANLINGI.1lNG."S-IBU-DIDAt.APERTANIAN;S-IAGRONOMI;S-IMIN.UEMENAGROBISNIS;S-IPE!\.\ULUHANDANKr)MIINrKASIPERTANljIN;S-IPENyuLltHANpERTANiAN;s-IAGROTEhn.OLOGI;s-ITEKNOLOGIPRODUKSIDANPENGEMBANGANMA.SYARAKATPERTANIAN;S-1AGROEr:OTEXNOLOGI;s-IILMuEr;oNc"IPERT.ALNIAN DAN  PERTAMAN.ENPEMERINTAHRABUPATEN  CIREBON  I  DINASPERTANIANIBIDANGPENYULUHAN

29. PENYULUH  PBRTANIAN  AHLIPBRTAMA 2

30.i PENYULUH Soslju AHLI D-IV KOMUNIKASI  MASS^  ;  D-IV LAYALN.+N  PUBLIK 1 PEMERINTAI+  ICABUPALTEN  CIREBON  I   DINAS
PERTAMA ;  D-IV PERERJA`N SOSLu ; D-IV PBMBANGUN.INPEDES.|AND,INEKONOMIMAst-ARAKAT;D-IVPERLINDllNGAND.|NPEMBERDAYAANSC)SLAI,;D-rvREHAB!LITAsisoslju;s-IADMINisTRAslPUBLIK;S-IBIMBINGAND.ENK`'JNSELING;S-IHUKUM;S-IILMUKOMUNIKASI:S-IILMUpEMERINTAHA!v;s-IKrsEu.unERAANscisIAL;s-IpEMBAr`.GiiNANsOsLu;s-IpENDiDIKANNON-FOF!MALATAupENDrDiKjINMAsyAR.urATS-1HUKUM SOSIAL  I  BIDANG REHALBILITASI Soslju

31. PERANCANG PBRATURAN 2 PBMERINTAH  KABUPATEN  CIREBON  I
PERllNDANG-UNDANGAN  AHLl SEKRETARIAT DBW^N PERWAKILAN R\t(i.AT
PERTAMA DAERAH  I  BAGIAN  PERSIDANGAN DANPERUNDANG-UNDANGANPEMERINTAHKABUPATENCIREBONISEKREl`ARIATDAERAIIIASISTEN

32.I PERANCANG  PERATURjlT{PERUNDANG-UNDANGAN AHLl S-I  HUK|'M 2

PBRTAMA PEMERINTAHAN  DAN  KESEUAHTERAANRAICYATIBAGLANHUKUM

33. PERBNC`^NA AHLI  PERTAMA S-1  TE.ENIK PERENCAh'AAN WtLAYAH DAN  KOTA : 1                            I PEMERINTAH  ICABUPATEN  CIREBON  I
S-I  ADMTNISTRASI NEGAFIA ;  S-I  ADMINISTRASI BADAN  KEUANGAN DAN ASBT DAERAH  I
puBLue ;  s- I  ADMINlsTRAsl pAj_ex ; s-IPERENCAN..I.INwlLAVAi+DArlROTA SEKRETARIATpBMERINTAHRABui5xi5ri€rREBT6ITT-

34. PERENCAIVA AHL] PERTAMA s-I ADMiNlsTRAsi NEGARA ; s-1 ADMrNisTR\sl 2
PUBLIK  ;  S-1  lLMU  ADMINISTRASI PUBLIK  ;  S-1 BADAN pERENCANAun PEMBANGUNAN,
TEKNIK PERENCANAAN WILA`'AH  DAN ROTA ; S-IPERENC`AN.+ANWllAYAHDANROTA

II

pENBLrriAN DAN PENGEMBANGAN DAERAHIBIDANGPERENCANAAN,PENGEND^LIANDANE`'ALllASIPEMBANGllNANDAERAHTFEiiEEiNTAHKABUPATENCIREBONI

3S. pOLlsl PAMONG PRAjA AHLI          I D-rv pFrmTiK PERpOLlslAN TATA PAMONG  :  s-I i
PERTAMA ADMINISTRASI  PUBLIX  :  S-1  EKC)NOMl : S-1  ILMU I SATUAN POLISI PAMON-a PRAJA  I  BIDANG

PEMERINTAJiAN  ;  S-I  II.MU  POLITIK ;  S-I  HL:KITM PERl,INDUNGAN M^SYARAKAT I)AN SUMBER
; S-i  Sosiol.OGl                                                                           I DAYA APARATLIR  I  SEKSI SATUANPERLINDUNGANMASYARAKAT                          `PBMERINTAHkh55FfrNclREBONID]NAs

36. PRANATA  HUBUNGAN S-I  ADMINISTRASZ  PUBLLK  ;  S-1  DESAIN                          I            1
MASYARARAT AHLI PERT^MA KOMUNIKASI VISITAl, :  S-1  FILM  DAN TELE,\'lsl ; KEPENDUDUKAN  DAN  PENC`ATATAN  SIPIl,  I

S-I  ILMU  KOMPUTER :  S-I  HUBIINGAN BIDANG  PENGELOLAAN INFORMASI
MAS`.AR\KAT ; S-I  ILMU PEMERINTAIIAN  : S-I ADMINISTR\SI  KEPENDUDllKAN DAN
JILIRNAL}STIK PEMANFA^TAN DATA

37. PRANATA HUBUNGAN S-1  ADMINISTRASI PUBLUK :  S-1  DES.AIN 4 PEMERINTAH  KABUPATEN CIREBON  I  DINA-S
MAS`.ARAKAT AHLI PERTAM A KctMUNIICAsi vi§uAL ; s-I  FILM DAr`i TELE`isl ; KOMUNIKASI  DAN INFORMATIKA  I  BID.ING

s-1  HinouN-CAN MAsyARAKAT ; s-I  ILMuK()MUNIKASI:S-1KOMU.Nl!CASII).INPENGBMB.+VGAINM`SYARAKAT;S-1lcEHUTANAN:s-IslsTEMDANTEKNciLOGIrNFORMASI iNFORMAsl DAN KOMiiNrK^si puBLiK

38. PRANATA KOMPUTBR AHu S-I  lLMU  KCIMPUTER  ;  S-1  REKAYASA SISTEM 2 PEMER]NTAII  ICABUPATEN CIREBON  I  DINAS
PE,RTAMA•..     .                       .      .     ,        . KOMPUTER  ;  S-1  TEKNIK KOMPUTER  ;  S-I KOMUNIKAS[  DAN  JNFORMATIKA  I  BIDANG

REKAYASA PERANGICAT LUNAR TEKNOLOGI DAN INFORMATrKA
39.I S-I  ILMU  PERPusl`AKAAN  ;  S~1  lLMU INFORMASI 2 PEMERINTAH ueupATEN CIRBBON  I  Diffls

DAN PERPUST,M¢Ai"  ; S-I  PERPUSTAICAAN DAN KEARSTPAN  DAN  PERPUSTAKAAN  I  BIDANG
ILMU INFORMAS]  ;  S-I  PERPUSTAKAAN  D.4NSAINSINFORMASI:S-iILMUPERPUSTAKAANr]AINin.FORMAs!IslAM PERPUSTAIAAN
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